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Abstrak 
Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerusakan ekosistem di wilayah 
laut dan pesisir adalah dengan adanya regulasi PP No. 60 tahun 2007 dan PermenKP No 
30/2010 tentang zonasi kawasan konservasi perairan (KKP). Penelitian ini bertujuan 
menentukan pengaruh setiap parameter KKP berdasarkan metode Multicriteria Decision Making 
(MCDM) dan mengaplikasikan dalam analisis spasial berbasis sistem informasi geografis (SIG). 
Metode yang digunakan adalah integrasi MCDM dan SIG dalam penentuan KKP di Perairan 
Kota Makassar.  Hasil penelitian menunjukkan pengaruh setiap parameter dalam penentuan 
setiap kawasan berbeda antara untuk setiap zona. Zona inti memiliki bobot parameter; 
pemijahan 0,26; keberadaan biota endemik 0,20; Biodiversity 0,19; kealamian ekosistem 0,09; 
keaslian perairan 0,06; luas ekosistem 0,07; dan  fungsi plasma nutfah 0,13. Zona perikanan 
berkelanjutan memiliki bobot parameter; Nilai konservasi 0,32;  Karakteristik wilayah yang 
multifungsi 0,20; Biodiversity 0,22; Kondisi ekosistem 0,12; luas ekosistem 0,07 dan 
keterwakilan biota ekonomis 0,07. Sedangkan  Bobot zona pemanfaatan umum masing-masing 
parameter yaitu ; Daya tarik 0,37; luas ekosistem 0,22; karakter lokasi yang mendukung 
pendidikan dan penelitian 0,17 dan kondisi ekosistem 0,24.   
 
Kata Kunci : KKP, MCDM, dan SIG. 
Pengantar 
Manusia telah mengeksploitasi sumberdaya laut sejak beratus-ratus tahun yang lalu. 
Sebagai pendukung kehidupan, sumberdaya laut telah menjadi pemasok  sumber pangan 
hayati dunia, menyediakan lahan pekerjaan, sumber air dunia, hingga udara yang kita hirup. 
Sumberdaya laut yang dimaksud adalah berbagai ekosistem seperti terumbu karang, padang 
lamun, manggrove dan estuaria. Ekosistem yang sehat mampu mendukung hasil penangkapan 
ikan hingga mencapai rata-rata 30 ton/km3/tahun  (Bryan et al., 1998).   
Indonesia sebagai negara berkembang, kehidupan nelayan masih sangat tergantung 
pada keberadaan sumberdaya pesisir dan laut. Dengan meningkatnya populasi penduduk dan 
kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan 
laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Usaha eksploitasi terhadap sumberdaya laut umumnya 
tidak dibarengi dengan upaya mempertahankan kelestariannya, tidak memperhatikan daya 
dukung lingkungan bahkan  menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya 
alam bagi generasi mendatang. Sehingga sangat diperlukan upaya-upaya yang komprehensif 
demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan 
kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Salah 
satu prinsip yang kemungkinan besar dikembangkan adalah prinsip pembangunan 
berkelanjutan.   
Salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dan telah menjadi kebijakan 
pemerintah adalah mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu dengan 
mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan 
ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan 
sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem 
yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya 
akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan. 
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Upaya konservasi melalui KKP diharapkan dapat meminimalisasi dan  mencegah 
kehilangan sumberdaya laut yang lebih parah, yaitu dengan menyisihkan lokasi-lokasi yang 
memiliki potensi keanekaragaman jenis hewan maupun tumbuhan, keunikan dan gejala alam,  
beserta ekosistemnya menjadi beberapa zona yaitu zona inti (daerah larang ambil), zona 
perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (PP No.60/Tahun 2007 dan 
Permen KP No 3 Tahun 2010). Upaya ini selain melindungi sumberdaya yang masih tersisa, 
juga memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk pulih dari kerusakan.  
Namun ironisnya, kesadaran akan ancaman terhadap sumberdaya laut tidak sebanding 
dengan luas wilayah yang telah dikonservasi di seluruh dunia. Berdasarkan laporan 
Departemen Kelautan dan Perikanan, dari luas seluruh samudera di dunia hanya tersisih 1% 
diantaranya sebagai kawasan konservasi. Untuk Indonesia sendiri, dari luas laut teritorial yang 
mencapai 3,1 juta Km2, hanya ada sekitar 7,2 Km2 sebagai kawasan konservasi hingga akhir 
tahun 2006. Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 kawasan konservasi laut telah ada 
seluas 10 juta Ha dan pada tahun 2020 menjadi 20 juta Ha (DKP, 2010). 
Target pemerintah dalam penambahan KKP memerlukan kajian ilimiah sehingga segala 
kebjiakan dapat dimplementasikan secara tepat guna, salah satunya Permen Kp No 30/2010 
tentang zonasi kawasan KKP.  Hingga proporsi KKP mewakili semua kriteria yang ada. Selama 
ini penentuan zoning KKP masih menggunakan teknik pencocokan (matching) (DKP, 2010).   
Sistem informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu piranti lunak yang banyak 
digunakan dalam penentuan keputusan spasial, dengan menganalisis data-data spasial (dalam 
bentuk peta), data lapangan dan data sosial ekonomi. Karena kompleksnya masalah dalam 
penentuan kawasan konservasi maka dalam pengambilan keputusan spasial juga harus 
menggunakan metode yang kompleks. Salah satu metode yang selama ini yang sering 
digunakan dalan penentuan keputusan dalam bidang manajemen dan pengelolaan sumberdaya 
adalah metode Multicriteria Decision Making (MCDM) (Malczewski, 1999).  
Namun dalam pengelolaan KKP metode ini belum tersentuh sama sekali, sehingga perlu 
pengembangan metode MCDM untuk identifikasi dan alokasi ruang KKP, sehingga keputusan 
yang didapatkan sangat kompleks dan dapat mewadahi berbagai kepentingan, seperti 
kepentingan biofisik ekosistem, sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. 
 
Bahan dan Metode 
 
Bahan 
  
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adala citra satelit ALOS AVNIR II 
perekaman tahun 2011, Rupa Bumi Indonesia tahun 1997, Peta Lingkungan Pantai Indonesia 
Tahun 1992 dan kuisener.  
 
Metode 
 
 Penelitian dilaksanakan di Perairan Kota Makassar seperti pada Gambar 2, pada 
bagian ini lebih memfokuskan pada pengembangan metode penelitian dengan sampling 
bertingkat mulai tingkat nasional, daerah, LSM, Akademisi, dan Mahasiswa. Penelitian ini 
dilaksanakan pada Bulan September 2012 – Desember 2002.  Analisis dilaksanakan di 
Laboratorium Penginderaan jauh dan sistem informasi kelautan UNHAS.  
 Skema penelitian pengembangan MCDM berbasis SIG untuk penentuan Zoning 
Kawasan Konservasi Perairan, secara garis besar dilaksanakan seperti pada Gambar 2.  
Gambar tersebut memperlihatkan bahwa penelitian ini dibagi atas beberapa tahap penelitian 
sebagai berikut :  
1. Identifikasi dan  rona awal daerah kajian 
2. Survei lapangan 
3. Analisis Data dan Penyusunan Data Spasial 
4. Evaluasi setiap kriteria untuk menentukan faktor kunci 
5. Desain Pengambilan keputusan berbasis multikriteria 
6. Analisis Spasial 
7. Rekomendasi 
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Gambar 1.  Peta lokasi   penelitian (Perairan Kota Makassar) 
 
 
 
Gambar 2.  Diagram Alir Penelitian 
 
Desain MCDM  dan  Evaluasi Kriteria  
 
 Metode MCDM yang digunakan adalah metode pengambilan keputusan berdasarkan 
proses analitik hirarki / AHP (Saaty, 1980) dengan prosedur sebagai berikut : 
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 Membangun Hirarki : Hirarki yang dibangun dibuat dalam beberapa level, dimana level 
saling terkait, yangt terdiri dari empat level : Level tujuan global, Level tujuan khusus, 
Level atribut dan Level alternatif pemecahan masalah seperti pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Desain MCDM untuk Kawasan Konservasi Perairan 
 
 Membandingkan Unsur Keputusan Berdasarkan pasangan:  Membandingkan pasangan 
dan mereduksi konsep pengambilan keputusan. Metode ini pertama dikembangkan oleh 
Saaty (1980) yang dikenal dengan nama Analytic Hierarchy Process (AHP), Bobot  
 parameter ditentukan dengan cara normalisasi vektor eigen, yang diasosiakan dengan 
nilai eigen maksimum pada matriks ratio.  
  
Tabel 1. Matriks perbandingan pasangan (Saaty, 1980) 
Nilai Definisi 
1 Sama penting  
3 Cukup penting  
5 Tinggi kepentingannya  
7 Sangat tinggi kepentingannya  
9 Kepentingannya amat sangat tinggi  
2,4,6,8 Nilai antara setiap kriteria 
 
 Perhitungan bobot masing-masing parameter dihitung dengan menggunakan metode 
perbandingan pasangan, dengan asumsi jika nilai CR < 0,10 maka menunjukkan tingkat 
konsistensi atau sensitifitas yang bagus, artinya bobot yang didapatkan cukup rasional, 
namun jika CR > 0,10 maka telah terjadi penilaian yang tidak konsisten atau nilai 
sensitivitas jelek, artinya harus diulangi perhitungan MCDM, sebelum lanjut pada analisis 
spasial 
 
Analisis Spasial 
 Tahapan terakhir adalah agregasi bobot relatif yang telah dihasil pada tahap 
sebelumnya untuk menghasilkan bobot komposit, bobot komposit tersebut sebagai skor terakhir 
dalam pengambilan keputusan spasial. Analisis spasial dengan studi kasus Perairan Kota 
Makassar.  
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Hasil dan Pembahasan 
 
Kriteria Penentuan Zona 
 
 Permen KP. No 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan 
Konservasi Perairan, khususnya pada pasal 10, 11 dan 12 (Lampiran 1).  tentang kriteria zona 
inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan. Berdasarkan atas kriteria tersebut 
maka disusun evaluasi dan bobot masing-masing kriteria. 
 Hasil penelitian dengan menggunakan analisis MCDM  didapatkan bobot dan kriteria 
masing-masing zona ( zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan)  seperti 
pada Tabel 2.  
Tabel 2. Bobot masing-masing kriteria untuk setiap zona 
Kriteria zona 
Inti Bobot 
Kriteria Perikanan 
Berkelanjutan Bobot 
Kriteria 
Pemanfaatan Bobot 
Pemijahan 0.26 Nilai Konservasi 0.32 Daya Tarik 0.37 
Endemik 0.20 Karakteristik 0.20 Luasan  0,22 
Biodeversity 0.19 Biodevrsity 0.22 Karakter 0,17 
Alami 0.09 Ekosistem Baik 0.12 Ekosistem Baik 0.24 
Asli 0.06 Luasan 0.07   
Luasan 0.07 Keterwakilan 0.07   
Plasma Nutfah 0.13     
Rasio Konsistensi (CR) = 
0.028 
Rasio Konsistensi (CR) = 
0.016 
Rasio Konsistensi (CR) = 
0.079 
 
 Bobot setiap kriteria hasil analisis pada tabel tersebut dapat diterima karena hasil uji 
sensitivitas didapatkan nilai yang lebih kecil dari 0,01, karena jika nilai CR<0,1 maka 
menunjukkan rasio konsistensi yang rasional, artinya responden sangat konsisten dalam 
menilai masing-masing kriteria. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa responden 
mempunyai penilaian yang berbeda terhadap setiap kriteria yang digunakan dalam penentuan 
zonasi kawasan konservasi perairan.  
 Hal ini sangat berasalan, misalnya penekanan aspek konservasi dalam penentuan zona 
perikanan berkelanjutan sangat rasional dan penting dilakukan. Dahuri  (2004)  menjelaskankan 
bahwa dalam kerangka pembangunan perikanan berkelanjutan aspek ekologi menjadi 
prasyarat dalam pembangunan wilayah disamping aspek lainnya seperti aspek sosial dan 
ekonomi. Perhatian pada sektor konservasi secara otomatis akan menjaga kondisi ekologi 
suatu lokasi atau suatu ekosistem. Sama halnya dengan KKP penekanan aspek konservasi 
dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan akan menjamin terjaganya keutuhan ekosistem, 
keharmonisan ruang.  Aspek konservasi tentu tidak lepas dari pemanfaatan sumberdaya ikan 
yang tidak melebihi kemampuan pulih, eksploitasi dengan cara-cara yang ramah lingkungan 
dan pembuangan limbah yang tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan.  
 
Integrasi MCDM Dan SIG Untuk Kawasan Konservasi Perairan 
 
 Sebagai salah satu metode pengambilan keputusan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) yang lebih dikenal juga dengan  GIS, dalam analisisnya dapat diintegarasikan 
dengan metode MCDM yang salah satunya dengan metode perbandingan pasangan (pairwise 
comparison).   Penyusunan matriks evaluasi kesesuaian lahan didasarkan atas bobot yang 
telah didapatkan pada pembahasan sebelumnya, yang dikomparasikan dengan kriteria 
kesesuaian lahan, Sesuai (S1), Sesuai Marginal (S2) dan Tidak Sesuai (N)  (Sitorus, 1988). 
Integrasi antara kriteria fisik lahan dengan tingkat kesesuaian seperti pada Lampiran 2.  
Sedangkan Integrasi antara kriteria fisik berdasarkan tingkat kesesuaian lahan dengan bobot 
masing kriteria yang didapat pada Tabel 3   
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Tabel 3.  Intergrasi antara kriteria kesesuaian lahan dengan bobot masing-masing kriteria untuk 
zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan 
 
Zona  Kriteria Bobot S1 S1 N 
Harkat Score Harkat Score Harkat Score 
 
 
 
Zona Inti 
1. Pemijahan 
2. Endemik 
3. Biodiversity 
4. Alami 
5. Asli 
6. Luasan 
7. Plasma Nutfah 
0.26 
0.20 
0.19 
0.09 
0.06 
0.07 
0.13 
 
 
 
5 
1.30 
1,00 
0.95 
0.45 
0.30 
0.35 
0.65 
 
 
 
3 
0.78 
0.60 
0.57 
0.27 
0.18 
0.21 
0.39 
 
 
 
1 
0.26 
0.20 
0.19 
0.09 
0.06 
0.07 
0.13 
 Total   5  3  1 
 
Zona 
Perikana  
Berkelan-
jutan 
1. Nilai Konservasi 
2. Biodiversity 
3. Karakteristik 
4. Kondisi Ekosistem 
5. Luasan 
6. Keterwakilam 
0.32 
0.20 
0.22 
0.12 
0.07 
0.07 
 
 
5 
1,60 
1,00 
1.10 
0.60 
0.35 
0,35 
 
 
3 
0.96 
0.60 
0.66 
0.36 
0.21 
0.21 
 
 
1 
0.32 
0.20 
0.22 
0.12 
0.07 
0.07 
 Total   5  3  1 
Zona 
Pemanfa-
atan 
1. Daya Tarik 
2. Luasan 
3. Karakter 
4. Kondisi Ekosistem 
0.37 
0.22 
0.17 
0.24 
 
 
5 
1.85 
1.10 
0.85 
1.20 
 
 
3 
1.11 
0.66 
0.51 
0.72 
 
 
1 
0.37 
0.22 
0.17 
0.24 
 Total   5  3  1 
 
Hasil penjumlahan  skor diatas  diperoleh   total skor penentu kelas atau skor zonasi 
kawasan konservasi perairan (KKP). Selang antara skor penentu lahan maksimal dan total 
penentu lahan minimal  dibagi tiga (sesuai dengan tiga tingkat kesesuaian) sesuai dengan 
jumlah kelas yang diiginkan. Seperti pada persamaan berikut : 
3
minmax skorskorik    
ik = inteval kelas 
ik = 1,33
3
15


 
 
maka kategori kelas zonasi didapatkan sebagai berikut ; 
1. Kelas N : skor    1.00 –  2.33 
2. Kelas S2 : skor  2.34 –  3.67 
3. Kelas S3 ; skor  3.68 –  5.00 
 
 Berdasarkan penelitian Looijen et al, (1995) bahwa dalam penentuan kawasan yang 
multifungsi atau multiuse, maka digunakan skala prioritas, artinya bahwa dalam 
penentuaan zonasi KKP maka akan digunakan skala prioritas sesuai dengan  kebijakan 
yang ada. Permen No 30 tahun 2010 mengisyaratkan bahwa dalam penentuan KKP maka 
urutan prioritas masing-masing zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona 
pemanfaatan.  
Selanjutnya Loijen et al, (1995) menjelaskan bahwa analisis spasial yang melibatkan 
tiga kepentingan kesesuaian dapat dibandingan dengan metode matching, dengan 
pengambilan keputusan matriks 2 x 3 dengan menggunakan logika-logika aljabar (jika, 
maka) dalam query MCDM dikenal dengan logika (and, or, not dan =) seperti pada matriks 
Tabel 4 
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Tabel 4 . Matriks kesesuaian zonasi KKP 
 
 Zona Pemanfaatan (ZPU) 
Zona Inti  ( ZI ) Zona Perikanan 
Berkelanjutan (ZPK) 
S1 S2 N 
S1 S1 ZI ZI ZI 
S2 ZI ZI ZI 
N ZI ZI ZI 
S2 S1 ZPK ZPK ZPK 
S2 ZPU ZPK ZPK 
N ZPU ZPK ZPK 
N S1 ZPK ZPK ZPK 
S2 ZPU ZPU ZPU 
N ZPU ZPU ZPU 
 
Satuan yang digunakan dalam proses-proses menurut Burrough (1999) adalah satuan 
zonasi lahan. Dari proses tersebut akhirnya menghasilkan satu peta yang disebut dengan Peta 
zonasi KKP, yang berisikan peruntukan untuk zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona 
pemanfaatan. FAO (1976) dalam Djaenuddin, dkk (1994) menyatakan bahwa evaluasi lahan 
untuk tingkat kesesuaian dapat dibedakan atas 2 (dua) pendekatan yaitu a) tahapan pertama 
berdasarkan evaluasi lahan secara fisik atau bersifat kualitatif kemudian diikuti dengan tahapan 
kedua berdasarkan analisis ekonomi dan sosial, b) pendekatan paralel dimana evaluasi lahan 
baik secara fisik maupun ekonomi dilaksanakan secara bersamaan. Untuk penelitian ini dengan 
pertimbangan beberapa aturan pemerintah yang terkait dengan penyusunan KKP maka 
evaluasi secara fisik dan analisis secara sosial ekonomi dilakukan terpisah. Pengembangan  
model ini akan dibahas pada sub bab berikutnya. 
 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan antara 
teknik MCDM dan SIG  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaruh setiap parameter dalam penentuan setiap kawasan  untuk setiap zona. 
berbeda 
2. Penentuan  zona inti untuk dengan bobot masing-masing parameter yaitu; Pemijahan 
0,26; keberadaan biota endemik 0,20; iodiversity 0,19; Kealamian ekosistem 0,09; 
Keaslian perairan 0,06; Luas ekosistem 0,07; dan  Fungsi plasma nutfah 0,13 
3. Penentuan zona perikanan berkelanjutan dengan bobot masing-masing parameter yaitu; 
Nilai konservasi 0,32;  Karakteristik wilayah yang  multifungsi 0,20; Biodiversity 0,22; 
Kondisi ekosistem 0,12; Luas ekosistem 0,07 dan Keterwakilan biota ekonomis 0,07 
4. Penentuan zona pemanfaatan dengan bpbot masing-masing parameter yaitu ; Daya tarik 
0,37; Luas ekosistem 0,22; Karakter lokasi yang mendukung pendidikan dan penelitian 
0,17 dan Kondisi ekosistem 0,24 
Keterangan 
Penelitian ini dilaksanakan atas biaya Hibah Kompetesi Internal Studi-Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin dan merupakan salah satu bagian dari 
penelitian Pengembangan  Multicriteria Decision Making (MCDM), Berbasis Sistem Informasi 
Geografis dalam Penentuan Kawasan Konservasi Perairan.  Pelaksanaan penelitian ini tidak 
lepas dari bantuan Ratnawati, S.Pi, MSi dan Tri Handayani.  
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Lampiran 1.  Kriteria zona sesuai dengan pasal 10, 11 dan 12 PermenKp. No. 10/2010 
 
Pasal 10.  Kriteria zona inti adalah sebagai berikut: 
 
 Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan alur ruaya ikan  (Pemijahan). 
 Merupakan habitat perairan bagi biota tertentu , khas, endemik, langka atau kharismatik 
(Endemik). 
 Mempunyai keanekaragaman jenis biota dan ekosistem yang tinggi (Biodiversity). 
 Ciri khas ekosistem yang alami dan keberadaan biota tertentu yang masih asli (Alami). 
 Kondisi perairan yang masih belum terganggu oleh manusia  (Keaslian). 
 Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin berlangsungan proses bio-ekologis 
secara alami (Luasan). 
 Mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan  
(Plasma nutfah). 
 
Pasal 11. Kriteria Zona Perikanan Berkelanjutan Sebagai Berikut : 
 Memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya yang 
ramah lingkungan atau penangkapan dengan cara yang ramah lingkungan (Nilai 
Konservasi). 
 Mempunyai karakteristik ekosistem yang  memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan 
yang ramah lingkungan (Karakteristik). 
 Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan berserta ekosistemnya (Biodiversity). 
 Mempunyai kondisi perairan yang masih baik untuk mendukung kegiatan mulitifungsi 
(Ekosistem Baik). 
 Mempunyai luasan yang cukup untuk berbagai pemanfaatan yang ramah lingkungan 
(Luasan). 
 Mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan  biota perairan  bernilai ekonomi 
(Keterwakilan). 
 
Pasal 12 Kriteria zona pemanfaatan umum adalah sebagai berikut : 
 Mempunyai daya tarik parawisata alam seperti biota perairan berserta ekosistem 
perairan yang indah dan unik (Daya Tarik). 
 Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian  potensial dan daya tarik 
yang akan dimanfaatkan untuk  parawisata  (Luasan). 
 Mempunyai karakater  obyek  penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan 
konservasi (Karakter Obyek). 
 Mempunyai kondisi perairan  yang relatif masih baik  untuk berbagai kepentingan  
pemanfaatan yang tidak merusak ekosistem aslinya (Eksositem Baik). 
  
10 
 
Lampiran 2.  Kriteria fisik evaluasi KKP  untuk zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona 
pemanfataan 
 
Zona  Kriteria 
Tingkat Potesi  Lahan untuk zonasi 
Sesuai (S1) Sesuai Marginal 
(S2) 
Tidak sesuai (N) 
Zona Inti 
 Pemijahan Menjadi tempat 
pemijahan, 
pengansuhan 
dan ruaya ikan 
Memiliki fungsi 
salah satunya 
Tidak memiliki 
fungsi 
Endemik Ada biota khas, 
endemik atau 
langka 
Memiliki biota  salah 
satunya 
Tidak memiliki 
fungsi 
Biodiversity Keragaman jenis 
biota dan 
ekosistem 
Keragaman 
ekosistem 
Keragaman 
rendah 
 Alami Ekosistem dan 
biota masih 
alami  
Ekosistem atau 
biota yang alami 
Sudah tidak 
alami 
 Asli Kondisi perairan 
yang tidak 
tercemar 
Tercemar tapi 
belum melewati 
ambang batas 
Sudah tercemar 
Luasan Luas Sedang Cukup 
Plasma Nutfah Ada sedang Tidak ada 
Zona Perikanan  
Berkelanjutan 
Nilai Konservasi Tinggi Sedang Tdk ada  
Biodiversity Keragaman jenis 
biota dan 
ekosistem 
Keragaman 
ekosistem 
Tidak Beragam 
Karakteristik Pemanfaatan 
lebih dari tiga 
Pemanfaatan 1-2 
kegiatan 
Hanya satu 
pemanfaatan 
Kondisi Ekosistem Baik Sedang Rusak 
Luasan Luas Sedang Cukup 
Keterwakilam Lebih dari 3 
biota ekonomis 
Ada biota ekonomis Tidak ada 
Zona 
Pemanfaatan 
Daya Tarik Ekosistem 
indah, unik dan 
biota yang 
banyak 
Salah satunya ada Tidak ada daya 
tarik 
Luasan Cukup Sedang Sempit 
Karakter Mendukung 
pendidikan dan 
konservasi 
Mendukung salah 
satunya 
Tidak 
mendukung 
Kondisi Ekosistem Baik Sedang Rusak 
Hasil analisis dan modifikasi Permen KP No 30 Tahun 2010. 
 
